
  

BAB III 

                                        KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas diatas, maka dapat dikemukakan 

kesimpulan  sebagai berikut :  

a. Saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak untuk memperoleh 

perlindungan hukum dalam bentuk perlindungan atas keamanan 

pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman 

yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya. Selain itu saksi pelapor tindak pidana korupsi berhak 

untuk memberikan keterangan terhadap aparat penegak hukum 

yang menangani tindak pidana korupsi tanpa mendapatkan 

ancaman dari pihak manapun. 

b. Dalam kasus tindak pidana korupsi yang kasusnya sedang  

diproses di tingkat proses penyelidikan, penyidikan, dan di sidang 

pengadilan, saksi pelapor berhak untuk mendapatkan identitas baru 

atau bahkan tempat kediaman baru. Hal ini dilakukan supaya 

keamanan pribadi saksi dapat benar-benar terjaga identitas aslinya 

sehingga dapat diminimalisir terjadinya ancaman kepada saksi 

tersebut.  

 

 

 

 

 



  

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dibahas diatas, maka dapat dikemukakan 

saran bahwa supaya  kedudukan dan peran sebagai saksi pelapor dalam tindak pidana 

korupsi dapat dijaga kredibilitasnya,  maka LPSK ( Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban ) harus lebih aktif dalam memberikan perlindungan terhadap saksi pelapor . Hal 

ini dilakukan supaya kedudukan saksi pelapor tindak pidana korupsi dapat lebih terjamin 

keamanannya dan kapasitasnya sebagai seorang saksi dapat lebih dipertanggung 

jawabkan menurut ketentuan  hukum yang berlaku. 
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